BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN
FILM VIA BIGO LIVE DI GEDUNG BIOSKOP
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembajakan Film Via Bigo
Live Di Gedung Bioskop

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu
berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut.
Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkantentu manusia
akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu
memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut
dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsipumum yang terdapat dalam
syariat Islam, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis
berdasarkan hukum pidana Islamdan Undang-undang tentang Hak Cipta
terhadap pembajakan film via Bigo Live.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa
pengguna aplikasi Bigo Live ini menyalahgunakan kegunaan daripada
aplikasi tersebut. Para pengguna aplikasi Bigo Live ini menggunakannya
didalam sebuah gedung bioskop, dengan cara live streaming melalui aplikasi
Bigo Live saat film sedang berlangsung.

Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan, karena telah merugikan banyak
pihak yang terkait, terutama Pencipta. Karya cipta berbentuk film ini yang
seharusnya belum tersebar luas di khalayak umum secara gratis, kini telah

menjadi konsumsi publik yang dengan mudahnya dapat diakses dan ditonton
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tanpa harus menguras isi kantong, hanya dengan aplikasi yang diperoleh
secara gratis melalui aplikasi dari smartphone yaitu App Store maupun Play
Store.

Live streaming menggunakan aplikasi Bigo Live saat film sedang
berlangsung didalam sebuah bioskop termasuk pelanggaran hak cipta, yang
mana perbuatan tersebut telah merugikan hak moral dan hak ekonomi
pencipta maupun pihak-pihak yang terkait. Wahbah Az-Zuhaili dalam
bukunya al-Figh al-1slami wa Adillatuhu Juz 4 menegaskan bahwa:

“Mencetak ulang atau mencopy tanpa seizin yang sah dipandang sebagai
pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa
perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam
pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi
terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzali,
serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.”

Pembajakan adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak intelektual
yang sah dengan melakukan tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang
asli dan kemudian memasarkannya. Islam sudah melarang secara tegas,
bahwa memakan harta sesama dengan cara yang batil tidaklah dibenarkan
termasuk dalam hal membajak hasil karya orang lain. Seperti yang telah

dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 :!

"Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2010),

h. 83.
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka
sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh
dirimu.Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan
ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak
keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan
yang halal yang disyari’atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang
halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi,
salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian
dari Hak Kekayaan Intelektual.

Film termasuk karya seni yang diciptakan seseorang atau beberapa
orang. Ciptaan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah,
perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari pencipta, padahal hasil
ciptaan dan kreasi tersebut serigkali bermanfaat dan memberi keuntungan
bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila
masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut.

Apabila film yang dibajak dengan menggunakan aplikasi Live Streaming
yakni Bigo Live tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik
hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi aturan yang telah dijelaskan

dalam undang-undang maupun dalam hukum islam, karena perbuatan ini
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termasuk tindak pidana dan merugikan hak pencipta. Seperti yang dijelaskan

dalam surat as-Syu’ara’ ayat 183:

Gt (23 (3 1550 W A0LT ) 15255 s

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan”.

Peraturan mengenai hak cipta ini ada untuk mencegah dilakukannya
tindakan penjiplakan atau penggandaan, vyaitu suatu tindakan yang
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang
merupakan karya seseorang atau kekayaan intelektual seseorang, dalam
hukum islam hak cipta dipandang sebagai salah satu huquqg maliyyah(hak
kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta dan setiap
bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan
kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Seorang pencipta telah mengorbankan usaha besar dalam
mempersiapkan karyanya. Dengan demikian, ia adalah orang yang paling
berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yaitu keuntungan materi
yang ia hasilkan dari karyanya atau dari segi maknawi yaitu penisbatan karya
itu kepadanya.?

Perbuatan pembajakan seperti yang dilakukan para Pengguna aplikasi
Bigo Live terhadap hasil karya Hak Cipta orang lain ini termasuk dalam

ruang lingkup tindak pidana yang diharuskan dilaksanakannya hukuman

2Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-1slam wa Adillatuh, juz 4 (Gema Insani : Jakarta, 2011), 381.
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takzir, karena telah merugikan hak ekonomi maupun hak moral bagi
Pencipta. Seperti dijelaskan dalam buku karya M. Nurul Irfan dan
Masyrofah:

“Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti
penipuan, pencopetan pornografi, dan pornoaksi, penyelundupan,
pembajakan, human trafficking dan money laundering”.

Kadar ketentuan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pembajakan ini
ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah, yang mana hukuman takzir ini
tidak ditentukan kadar ukurannya dalam al-Quran maupun al-Hadits
sebagaimana jarimah-jarimah yang lain.

Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan
pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan
sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada
keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak
pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang.Pelanggaran yang
dapat dihukum dengan hukuman takzir ini adalah yang menganggu

kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketetraman masyarakat.

. Tinjauan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Terhadap Pembajakan Film Via Bigo Live Di Gedung Bioskop
Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah resmi

digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang No 19 Tahun 2002 Salah

satunya adalah industri perfilman. Dengan telah diundangkannya Undang-
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Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat para pelaku seni
kreatif di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan
penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Dalam Undang-undang hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa Setiap
kegiatan pengumuman yang menggunakan hasil karya cipta termasuk karya
sinematografi untuk usaha komersial haruslah mendapatkan izin atau lisensi
disertai pembayaran royalty kepada para pencipta yang karya ciptanya
digunakan untuk usaha tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat
beberapa pengusaha yang melakukan perbuatan pengumuman karya cipta
orang lain yang tidak disertai izin atau lisensi dan tidak disertai pembayaran
royalty kepada pihak pencipta.

Seperti beberapa pengguna aplikasi Bigo Live yang menyalahi aturan
menggunakan aplikasi tersebut. Para pengguna Bigo Live yang melakukan
live streaming dalam gedung bioskop saat film sedang berlangsung. Padahal
mereka mengetahui bahwa film yang sedang mereka tonton adalah karya
cipta yang dilindungi oleh Undang-undang dan sudah pasti ada penciptanya
sehingga tidak dapat semena-mena menggunakan atau bahkan meniru untuk
kepentingan apapun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilinya.

Kebanyakan dari mereka melakukan live streaming dengan tujuan agar
mereka tetap populer di dunia maya dan tidak memungkiri jika yang di
siarkan adalah sesuatu yang menarik, termasuk film yang sedang populer

disaat itu dan belum dipublikasikan dikhalayak umum, sesama pengguna
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Bigo Live akan memberikan gift (istilah hadiah dalam aplikasi tersebut)
sebagai bentuk penghargaan atas hasil siarannya.

Gift tersebut nantinya akan di akumulasikan dalam bentuk diamond dan
dapat ditukarkan menjadi uang cash sebanyak Rp. 2000.000; (dua juta
rupiah) jika sudah terkumpul sekitar 6700 diamond. Akan tetapi dalam
undang-undang tidak dibenarkan, karena telah merugikan hak ekonomi
pencipta dan pihak-pihak yang terkait. Royalty yang seharusnya menjadi
milik pencipta, beralih menjadi milik para pengguna aplikasi yang tidak
bertanggungjawab dan perbuatan ini menyalahi aturan kegunaan aplikasi
Bigo Live. Padahal masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan dengan
aplikasi Bigo Live ini, misalnya menunjukkan bakat atau karya seni yang
dimiliki. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Segala bentuk penggandaan, pendistribusian, pengumuman ciptaan dan
lainnya, termasuk pelanggaran terhadap hak pencipta, yang mana tindakan
tersebut telah merugikan hak ekonomi pencipta. Pengguna aplikasi Bigo Live
ini telah menyalahi aturan Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta yang telah diatur dalam pasal 9 yang berbunyi :

(1) Pencipta atau Pemegang hak cipta sebagimana dimaksud dalam pasal 8
memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

Penerbitan;

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Penerjemahan Ciptaan;

Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

Pendristibusian Ciptaan atau salinannya;

Pertunjukan Ciptaan;

Pengumuman Ciptaan;

@roaoo0 o
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h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta;

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang
melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan.

Apabila seseorang mendistribusikan dan tanpa hak menggandakan karya
Cipta orang lain untuk kepentingan komersial serta tanpa seizin penciptanya
maka akan terkena sanksi yang ada pada pasal 113 ayat 3 :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku pembajakan film melalui live streaming aplikasi Bigo Live ini
juga melanggar aturan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronika Pasal 32 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 48 ayat
1 dan 2 yang berbunyi:?

Pasal 32 :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan
suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang
lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik
Orang lain yang tidak berhak.

3 Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronika
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Pasal 48 :

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Oleh karena itu, dalam bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara
dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan
kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti
diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat
dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dilain pihak
masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari

peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga

kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.*

4Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumannya..., 3.



